BABI

' PENDAHULUAN

A. Latar iBelakang Masalah

s
Indi_onesia sebagai negara berkembang sangat memerukan sumber
ol

daya mm{.igsia yang handal dalam melaksanakan pembangunan nasional.

Untuk n:felaksanakan pembangunan tidak hanya mementingkan
iI
pembangu;rlaan secara fisik materiel semata, namun yang lebih penting

adalah pgl?ibangnnan aspek mental spritual. Hal ini sangat membutuhkan
ol

o
partisipasi/seluruh komponen bangsa. Pembangunan ini baru akan tercapai
apabila diilildmng oleh sumber daya alam serta di imbangi oleh sumber

L
daya manqlsia yang handal. Sumber daya manusia yang handal ini sangat

[y
erat hubunfgalmya dengan generasi muda yang produktif dan berkualitas.

Gei'}etasi muda yang tumbuh dan berkembang pada tiga dimensi
|

i |
sosial yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan
|

masyaral_ca#, yang merupakan pendidik dan pembina generasi muda
tersebut. ibimensi ini sangat berpengarub terhadap tumbuh  dan
berkembar?‘gnya genersi muda, seﬁab kesinambungan ketiga dimensi ini
akan mew%tlmai penampilan, sikap, dan prilaku mereka dalam masyarakat.”

Ak':i;bat kurangnya perhatian dan pembinaan oleh tiga dimensi
tersebut’n;l}enyebabkan berbagai pelanggaran-yang dilakukan oleh anak.
! Khusnu Diimsir, Penyalahgunaan Narkottka yang Dilakoskan Anak Di Bawah Usnur,

Skripsi IHII,-%Yogyakarta, 2004, hal 1
o
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Pelanggara‘;;l yang dilakukan tidak hanya pada norma kesopanan dan
norma kesiﬁsi]aan saja yang berkembang dalam masyarakat, tetapi juga

terhadap‘nfcinna hukum positif yang merupakan peraturan-peraturan yang
il
telah dibualt: oleh aparat pemerintah.

Peltginggarm-pelanggaran yang dilakukan oleh anak _ yang
merupakani Ikf:n.':llv:alan remaja semakin meningkat dan sudah hampir merata

baik di kbtli—kota besar maupun di daerah pedesaan. Hal ini sudah menjadi
b

masalah yi}'hg memerlukan pemikiran dari berbagai pihak seperti; orang
N

|
tua, para pt?{ldjdik, tokoh masyarakat, serta aparat hukum.
i
|
Ken:gka]an remaja tidak lepas dari masuknya unsur-unsur

kebudayaaxfl asing yang bersifat negatif yang merupakan dampak dari
h

|
teknologi d]an komunikasi yang mengalami kemajuan pesat. Melalui jalan
Iy
tersebut terjadi pertemuan dari berbagai unsur kebudayaan sendiri dengan
o

kébudayqatfr asing. Dari kebudayaan asing, anak mulai mengenal tata cara
I

kehidupan masyarakat lain seperti; cara berpakaian, bergaul, gaya hidup,
1

minum-min:ilman keras sampai kepada kasus penyalahgunaan narkotika,
i

psikotropik:afl, dan obat-obat berbahaya (narkoba).2

Ana'ik yang kurang atan tidak memperoleh perhatian secara fisik,
I
|

inental maupun sosial sering berprilaku dan bertindak asosial bahkan anti

sosial yang! :merugikan dirinya, keluarga, dan masyarakat. Untuk itu salah

satu pertin{bangan (konsideran) Undang-indang Nomor 3 tahun 1997

2 phid hal 2 )
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|
tentang Plgngadilan Anak (yang selanjutnya ditulis dengan Undang-

|
Undang Péngadilan Anak) menyatakan bahwa anak nakal adalah bagian

dari geneirasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang

merupakan' potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang
memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat yang khusus,

i
memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin

pertumbuhizi‘in dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh,
serasi sela{és, dan seimbang. |

Per?lyalahgtmaan narkotika yang dilakukan oleh anajc merupakan
salah saml'.perbuatan anak nakal yang bertentangan dengan peraturan
perundangi-'undangan. Saat ini panyalahgunaan narkotika yang dilakukan
anak terjac:l;i peningkatan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas yang

bisa meruéikan para anak-anak itu sendiri, keluarga, masyarakat, serta
I|
negara. Piényalahgunaan natkotika pada umumnya banyak terjadi

dikalangim! ‘anak-anak dan remaja yang merupakan usia yang produktif,
|
Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Dadang Hawari pada

tahun 1990, diperoleh data dan kesimpulan yang menyatakan bahwa pada

!
umumnya.penyalahgunaan narkotika dimulai pada usia remaja antara usia
I

13-17 taliim, Sebagian besar penyalahgunaan dan ketergantungan

narkotika berumur 13-25 tahun scbanyak 97%. Penyalahgunaan dan

Lratarcantnman dAililat Ao lanie Lalamin  nalina haooals Aillaleabnan adal
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l
lIaki-laki yaitu 90%. sedangkan usia yanpg termuda yang melakukan
penyﬂahé@am narkotika adalah 9 tahun.?

Unf;tuk melakukan pemberantasan sccara tuntas penyalahgunaan

narkotika \yang merupakan suatu pelangaran dan babkan scbagai suatu
kejahatan;r’: sangat sulit dilakukan, Sebagaimana dikemukakan oleh
BambangiWaluyo bahwa suatu kejahatan sangat sulit untuk diberantas
secara tunftlas, tapi kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi *
|

Un:tuk melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkotika tidak
lepas darii 'sistem hukum positif yang berlaku disnatu negara. Sistem
hukum Indonesm mengalami perkembangan yang sangat pesat, hal ini

1|
terlihat idalam semakin efektifnya pelaksanaan sanksi pidana. Dalam

Undang-qﬁdang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika (yang
selanjumya ditulis dengan Undang-Undang Narkotika) terdapat beberapa

sanksi, sepertl sanksi pidana mati, pidana penjara, pidara kurungan,
. i|

maupun seixllksi pidana denda yang pengenaannya secara kamulatif,

Da!]am melakukan pencegahan dan mengurangi tindak kejahatan
narkotikla Srang dilakukan oleh anak, tidak lepas dari peranan hakim
sebagai salah satu aparat penegak hukum yang tugasnya mengadili

tersangka |atau terdakwa. Yang dimaksud dengan mengadili adalah

I
serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus
' l'

|
? Dadang Hawari, Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkoliol & Zat
Adiktif), Umversntas Indonesia, Jakarta, 2002. hgl. 3




3 .
perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang

pengadilan ‘dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang
t

hukum ac::i;xl*a pidana, yaitu memeriksa dengan bedasarkan pada bukti-bukti
|

yang cukup Pada tahap ini tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili
I
oleh halcin}!dinamakan terdakwa.’

Unfluk mengambil keputusan, hakim barus mempimyai

pertimba'néan. Keputusan hakim terhadap anak mempunyai pertimbangan
!I
yang be(btlida dengan pertimbangan keputusan terhadap orang dewasa.
|
Seﬂ'ap keputusan hakim merupakan salah satu dari ketiga

kemungkin!an: §
,l

1 Penudanaan atau penjatuban pidana dan atau tata tertib, yaito
pemldanaan terhadap terdakwa  apabila kesalahan terdakwa pada
perbuatan yang telah di lakukan, dan perbuatan itu adalah suatu tindak
pidana | menurut hukum dan keyakinan cukup dibuktikan

2. Putusan' bebas, vyaitu terdakwa dibebaskan apabila menurut hasil
pemenksaan kesalahan terdakwa menurut hukum dan ketakinan tidak
texbuktl

3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum, yaitu jika kesalahan
terdakwa menurut hukum dan keyakinan cukup terbukti, tetapi apa
yang dlillakukan terdakwa bukan mempakan suatu tindak pidana

Habil dari keputusan hakim dapat menimbulkan dampak yang luas
pada magyizirakat. Perbedaan dari hasil putusan hakim dalam penerapan
sanksi pidaha yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama yang

I

i' - - 1]
merupakan' disparitas pidana sering menjadi suatu masalah  dalam
3 Hartono Hadrsoeprapto Pengantar Tata Hukum Indonesia, Liberii, Yogyakanta, 1999,
hal 127 l
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| _
penegak;axff hukum. Disparitas tersebut menyebabakan kurang percayanya
T

ma syamliég kepada aparat penegak hukum.’

i
1
|
1

B. Periu!r_msanMasalah ¥

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis

il . _
merumugk:alm masalah sebagai berikut:

1. Bag’ai%nana pertimbangan hakim dalam menjatulkan pidana terhadap

kasus{ penyalahgunaan narkotika terhadap anak?
I
2. Apa faktor yang meyebabkan timbulnya disparitas dalam penjatuhan
"
putus:an pidana pada penyalahgunaan narkotika oleh anak.

|
C. Tujuafil Penelitian

Tlijuan dalam penelitian ini adalah sebagat berikut:

1. Untukl Emengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan
pm:ian:«.llE terhadap anak pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

2. Untu:k ii mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya
diqurift'as pidana dalam penjatuhan putusan pidana pada
penyaléih gunaan narko'tika terhadap anak.

J

|
|
|
|
I




D. Tinjauan Pustaka
H

UI}Ituk pengembangan ilmu pengetahuan dan pengobatan, narkotikz;
adalah za} yang sangat dibutuhkan. Untuk itu penggunaannya diatur
secara legiall dibawah pengawasan dokter dan gpoteker. Di Indonesia sejak
adanya Utr:dang-Undang narkotika, penggunaan resmi narkotika ha‘nyalah
untuk kepfmtingan pengobatan dan penelitian ilmiah. Hal ini diatur dalam
Pasal 4 I}Trlixdang-Undang Narkotika yang berbunyi “narkotika hanya dapat

digunakan";: untuk  kepentingan pelayanan keschatan dan atau
f '
pengembangan ilmu pengetahuan”.

Menurut lkin A Ghani istilah narkotika adalah berasal dari kata

N
narkon y_aiilg berasal dari bahasa Yunani, yang artinya beku atau kaku.
Datam llm.;l.ll kedokteran juga dikenal istilah narcose atau marcisis yang

berarti membluskan
!I .
] Soedjono Dirdjosisworo menyatakan bahwa pengetian

narliciotika adalah:®

Zat yang bisa menimbulkan penganuh-pengaruh . tertentu
bagi yang menggunakannya dengan memasukkannya kedalam
tubuh Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa
saklt rangsangan semangat dan halusinasi atan timbulnya
khayalan-khayalan Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan
diketemukan dalam dunia medsis, bertu_]uan untuk dimanfaatkan
bagl pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan,
mengm[angkan rasa sakit dan lain-lain.

 Ikin A Ghal{u dan Abu Chanif, Bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan
Penanggu!angannya, Yayasan Bma Tamna, Jaknrta, 1985 hal 5 .



|
Melnurut Pasal 1 ayat (I) Undang-Undang Narkotika, narkotika

adalah zat!htau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik
ll
sintetis ma:ilpun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau

peubahan iéesadamn, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan
|
rasa nyeri, Idan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam

golongan’-golongén sebagai mana terlampir dalam Undang-Undang atau
yang ditetapkan dengan Keputusan Mentri Kesehatan.
Set.i;qp penyalahgunaan narkotika merupakan svatu pelanggaran

terhadap hlﬁlﬂun pidana. Menurut Moeljatno hukum pidana adalah bagian
il

dari keselulruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan

1.
dasar-dasaridan aturan-aturan untuk.'®

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan,
yang dxlarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa
p]dana tenentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada orang yang telah
melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pldana
sebagammna yang telah diancamkan

3. Menetukan dengan ‘cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat
dllaksauakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar
larangan tersebut,

Pe{lylt:ﬂahgunaan nqﬁkotika merupakna suatu tindak pidana. Yang
dimaksud. ::cllengan penyalahgunaan narkotika yaitu orang yang
menggunaka;n' narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter.

Anaklgyang melakukan penyalahgunaan narkotika dapat dipidana.
Berdasarkan;|Pasal 45-47 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (yang

10 mArintintinr Yasin Eliidiscace Pldevcee Blanbe Alaa Vo ae AARA LT




disingkat .iengan KUHP) tindak pidana yang dilakukan oleh anak di

| ,
bawah umur dapat dikenakan pidana. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-

Undang ten'tang Pengadilan Anak, anak adalah orang yang dalam perkara

anak nakal te]ah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18
tahun dan lielum pemah kawin,

MelLlui Undang-Undang tentang pengadilan anak, diatur perfakuan
khusus tférlllgdap anak yang berbeda dengan pelaku tindak pidana orang

dewasa. 'ﬂ;iMMya, ancaman pidana % (satu perdua) dari ancaman

maksimum ;orang dewasa, tidak dikenal penjara seumur hidup ataupun
pidana mati dan sebagainya. '

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengenal adanya
I
sanksi pid'ania maksimum tercantum dalam Pasal 10 KUHP, Pidana terdini

dari: | )

o
1. Pidana pbkok'
a. Pldafna mati.

b. Pldasna penjara.
c. Pldana kurungan.
d. P1da¥na denda.
2. Pidana tambahan
a. Pe.nc%abutan hak-hak tertentu.
b. quppamn barang-barang tertentu,
¢. Peigimuman putusan hakim.

H
! Bambang Wa’luyo. op.cit, hal. 4
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Berdasarkan Undang-Undang tentang Pengadilan Anak dalam
Pasal 2 menyatakan bahwa pengadilan anak adalah pelaksanaan kekuasan
kehakiman \yang berada dilingkungan peradilan umum, dan dalam Pasal 3
Undang-lUmdang tentang Pengadilan Anak megatakan bahwa sidang
pengadilan |anak yang selanjutnya disebut dengan sidang anak, bertugas

dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak

sebagai mana ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Untuk memutuskan perkara pidana, hakim harus mempunyai
pertimbangan sebagai dasar dalam svatu putusan. Faktor-faktor yang
menjadi bahan sebagai pertimbangan yang diambil oleh hakim untuk
memutuskan suatu perkara yang berdasarkan pada Pasal 51 rancangan
KUHP tahun 1999-2000 anatra lain: kesalahn pembuat tindak pidana,
motif danl tujuan melakukan tindak pidana, cara melkaukan tindak pidana,

|
dan sebagainya. Selain itu hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang

meringankdn dan memberatkan bagi terdakwa sebagaimana yang terdapat

pada rancangan KUHP yaitu pada Pasal 124 dan Pasal 126 .

Hal-hal yang termasuk meringankan bagi terdakwa antara lain:
seseorang yang mencoba melakukan tindak pidana, membantu terjadinya
tindak pidana, dan sebagainya. Hal- hal yang dapat memberatkan bagi

terdakwa antara lainiorang dewasa melakukan tindak pidana bersama

dengan anak dibawah umur, orang yang melakukan tindak pidana

haransmn sasnn Ansmmne Tralcamnane abnes hacmennemn dae o aabn e liae e
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Keputusan dalam pemidanaan akan mempunyai konsekuensi yang

luas, baik

masyarakat

yang menyangkut langsung pada pelaku tindak pidana maupun

secara luas. Keputusan yang dianggab tidak tepat, akan

menimbulkan reaksi yang kontro persial, sebab kebenaran di dalam ha! ini

sifatnya ada

Kehakiman

lah relatif tergantung dari mana memandangnya.'?

Pasal 25 Undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan

(vang selanjutnya ditulis dengan Undang-Undang Kekuasaan

Kebakiman) menyatakan bahwa segal putusan pengadilan selain harus

memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula Pasal tertentu dari

peranu‘an:: p

tertulis yén

2

erundang-undangan yang bersangkutan atan sumber hukum tak

dijadikan dasar untuk mengadili. Berdasarkan pada Pasal 25

tersebut, m

alasan dan

perunang-un

dasar utnuk

ka dalam membuat suatu keputusan hakim harus mempunyai
dasar putusan serta juga harus memuat pasal peraturan
dnag yang bersangkutan atau sumber hukum yang dijadikan

mengadili. Untuk mengambil snatu alasan dan dasar putusan,

hakim terlebih dahulu harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang

mempunyai

hubungan dengan terdakwa.

Pasall 51 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang

selanjutnya

faktor-faktor

disingkat dengan rancangan KUHP) menyebutkan bahwa

yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam mengambil
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keputusén: adalah kesalahan terdakwa; motif dan tujuan melakukan tindak
pidana, cara melakukan tindak pidana dan lainnya.

1
A

Menurut Leden Marpaung, putusan adalah hasil atay kesimpualan

dari sestatn yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-
masaknya iyang dapat berbentuk tulisan maupun lisan. Ada Jjuga yang
mengarti'kan put't.Jsa'u sama dengan vonis tetap. Rumusan-rumusan :yang
kurang tfépat terjadi sebagai akibat dari penerjemah ahli bahasa yang
bukan ahli hukum. Dalam pembangunan hukum yang sedang berlangsung

diperlukan kecermatan dalm penggunaan istilah-istilah.'?

M:e'ngenai kata putusan yang diterjemahkan dari vonis adalah hasil

dari pemeériksaan perkara di sidang pengadilan seperti Interlocutoire, yaitu
keputusan jantara atan keputusan sela. Preparatoire yaita keputusan

pendahuluan atau keputusan persiapan. Keputusan provisionele yaitu

keputusar untuk sementara,**’

Keputusan hakim sering menimbulkan disparitas. Yang dimaksud
dengan ciié;hadtas pidana (disparity of sentencing) adalah penerapin

pidana yanr tidak sama terhadap ‘tindak pidana yang sama atau terhadap

yanig diperbindingkan’® = -

i

3 1eden Mémaung. Proses Penangan Perkara Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hal
406, :

" 1bid, hal 406
" Ibit, hal 52,
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hakim salah satu sebabanya adalah karena hakim di Indonesia tidak

terikat dengan yurisprudensi.

E. Metodologi Penelitian
1. Jenis Penelitian

Jenis Penélitian adalah menggunakan metode penelitian normatif,
yaitu mengetahui kedudukan yang ada dalam hukum pidana yang
dilakukag dalam bentuk penelitian kepustakaan, yang merupakan
penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari data
yang terdapat pada peratuaran penindang—undangan, buku-buku, literatur,
dan tulisan para ahli yang berkaitan dengan objek penelitian. |
2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman yaitu

instansi Pengadilan Negeri Sleman.

3. Sumber Data
a. Datal Primer yaitu data yang diperoleh dar hasil penelitina
lepangan dengan cara melakukan wawancara langsung dengan
na|ras umber yang berkaitan dengan permasalahan yang ditelit.

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-

nndanman Aan hualaChatlan vane dael cirdind Lal-astanaoa smanail-ad
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1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat

| seperti; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

2, ETahan "hukum sekunder, penjelasan mengenai bahan hukum

P

imer, seperti: hasil penelitian dan hasil karya dari kalangan

hukum.

1

3.Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang tmemberikan

In

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

skunder, seperti: kamus Ilmiah Populer dan kamus Bahasa

geris.)’ .

4. Tehnik Rengumpulan Data

a, Wawancara, vaitu dengan mengajukah pertanyaan-pertanyaan secara

langst

mg kepada narasumber mengenai permasalahan-permasalahan

yang diteliti.

b. Studi

kepustakaan, yaitu meneliti arsip-arsip narasumber.

5. Narasumber

Ketua P

gadilan Negeri Sleman atau yang ditunjuk mewakili.

X

17 Cnncinmn Ox

malinmin Drmmrutas Dawalfslnm lilams T Danne Taleacia  Lal £4 1002
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6. Analisis Data

Seluruh data yang diperoleh dari hasil penelitian baik yang

diperoleh dari lapangan maupun penelitian kepustakaan akan disajikan dan

dianalisa secara deskriptif kulitatif, yaitu menganalisa hasil penelitian serta

menggamb.

arkan hubungan hasil penelitian yang diperoleh tersebut dan

menjelaskan suatu persoalan sehingga sampai pada suatu kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

BABI1. P

endahuluan. Bab ini merupakan dasar dari pemilihan judul yang

enjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan

masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian

.serta sistematika penelitian.

BAB II. Tindak pidana narkotika di Indonesia. Bab ini terdiri dari 2 (dua)

P

I

18

p

sub bab. Sub bab pertama menjelaskan tentang tindak pidana

narkotika yang membahas tentang pengertian tindak pidana,

engertian tindak pidana narkotika dan subyek tindak pidana

arkotika. Sub bab kedua membahas tentang narkotika dan

enyalahgunaan di Indonesia yang terdiri dari pengertian

arkotika, jenis-jenis narkotika dan penyalahgunaan narkotika.

BAB 1ll.Pemidanaan terhadap anak. Bab ini memaparkan tentang

P

enjatuban pidana terhadap anak serta disparitas pidana dalam
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pertama yaitu tentang penjatuban pidana terhadap anak yang

menjelaskan tentang bentuk sanksi pidana terhadap anak, tujuan
' pemidanaan, sistem penetapan jumlah ancaman pidana,
perumusan jenis dan lamanya pidana terhadap anak pada tindak
I:L dana narkotika, persidangan tindak pidana narkotika terhadap
: allnal-c dan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutuskan

indak pidana narkotika terhadap anak. Sub bab kedua

‘menjelaskan tentang disparitas pidana dalam putusan pidana

yang terdiri dari faktor-faktor penyebab disparitas, pengaruh
aliran pidana terhadap terjadinya disparitas pidana, dampak-

dampak disparitas pidana, serta usaha untuk menguragi

disparitas.

BAB IV. Hasil penelitian dan analisis data. Bab ini memaparkan hasil

pénelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Sieman yang
terdiri dari sekilas tentang panyalahgunaan narkotika di wilayah
Pengadilan Negeri Sleman, pertimbangan-pertimbangan hakim
da?l'am memutuskan perkafa tindak pidana narkotika terhadap
anak di Pengadilan Negeri Sleman serta faktor-faktor penyebab
disparitas pidana dalam putusan hakim di Pengadilan Negeri

Sleman.

BAB V. Kesimpulan dan saran. Bab ini berisi kesimpulan tentang

mommnanlabhnn srnno dikaliln sacta caran davi oannlic



